WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATEERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTAMG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAXSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang : a.

Q Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA LCSA

WALI KGTA PEMATANGSIANTAR,

bahwe dalam rangka efektifitas, efisiensi biaya, peningkatan
mutu sekolah, dan profesionalisme sumber daya aparatur bag
pemangku kepentingan di  bidang pendidikan di  Kota
Pematangsiantar, perlu  merubah Peraturan Wali Kota
Pernatangsiantar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Permbentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan Kota Pematangsiantar;

bahwa berdasarkan pertitnbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a, per'u menctapkan Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar lentang Perubahan Atas Peraturan Wali Koia
Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Fembentuken
Unit Pelaksana Teknis Dacrah Satuan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194:;

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungarn Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negera Republik 'ndonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1092)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tamnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301});

Undang-Undang Momor (2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negare Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), szbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lemibaran
Negara Republik Indnnesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6598);




10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daeralh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran llegara Republik Indones.a Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 'ndonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambshan Lembarar Negara Fepublik
indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Ncmor 15 Tahun 1986 entang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Pematangsiantar dan  Kabupaten Daerah Tingkat 11
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun
1986 Nemor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembara.a Negara Republik Indonesiz Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4863);

Peraturan Pemernintah Nomor 4& Tahun 2008 tenteng
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomeor 91, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan cembaran Negara indonesia Nomor 4941),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubanan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Nomor 107, Tainbahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Noraor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penrndidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5 03), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan ndas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indenesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Noinor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik indcenesia Nomor 6402);




Menetapkan :

(1)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasior.al Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676);

14. Peraturan Menteri Fendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang i’mdoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan d an Kebudayaan

15. Peraturan Mentcri Dalam NWegeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Perabentukan dan Klasifikas' Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

16. Peraturan Menteri Pencayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrazsi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

18. Peraturan Wali Knta Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017
tentang Pembentuxan Unit Pelaksana Teknis Daeran Satuan
Pendidikan paca Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAMN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGEIANTAR NOMOR 31 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUFKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PEMATANGSIANTAR.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar
Nomor 31 Tahun 2017 lentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Satvan Pendidikan pada Dinas Pendidikan FKota
Pematangsiantar (Serita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun
2017 Nomor 31}, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehinggs berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Keta ini dibentuk UPTO Satan
Pendidikan, terdiri dan -

a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan
Belajar;

b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekoleh Menengah
Pertama (SMP) Negeri yang terdiri dari :
1. SMP Negen 1;
2. SMP Negeri 2:

3.  SMP Negeri 3.

(@8]
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10.
11.
12.
13.
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UPTD Satuan Pendidikan Forma! Sekolah Dasar (81)

SMP Nege:ri 4;
SMP Negeri 3;
SMP Negeri 6;
SMP Mewgeri 7;
SMP Negeri 8;
SMP Negeii ©;
SMP Negeri 10,
SMP Negeri 11:
SMP Negeri 12;
SMF Negeri 13; dan
SMP Negeri 14

terdiri dari :
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23.
29,
25.
26.
27.
28.

SD Negeri 127 142;
SD Negeri 121245%;
SD Negeri 121246;
SD Negeri 121248;

SD Negeri 121308;

S Negeri 1213093;
SD Negeri 121313;
SD Negeri 122232;
SD Negeri 122337;
SD Negeri (22340;
SD Negeri 122345;
SD Negeri 122346;
SDNegeri 122347;
SD Negeri 122348;
3D Negeri 122349;
SD Neger. 122350;
SD Negeri 122351;
SD Negeri 122352;
3D Negeri 122355;
SDNegeri 122354
SD Negeri 122355;
5D Negeri 122357;
SD Negeri 122358;
S Negert 122363;
SD Negeri 122356;
SD Negeri 122368;
SD Negeri 122371;
SD Negeri 122373:




29. 8D Negeri 122377;
30. SD Negeri 122379;
31. 8D Negeri 122380;
32. SD Negeri 122381;
33, SD Negeri 1222892
34. SD Negeri 122382;
35. SD Negeri 122384
36. SD Negeri 122390;
37. SD Negeri 1223C1;
38. SD Neg=r1 122394
39. SD Negeri 122395:
40. SD Negeri 122398;
41. SD Negeri 122309:;
42. 5D Negeri 122400;
43. SD Negeri 122401,
44. SD Negei1 124158;
45. SD Negeri 124385;
46. 3D Nepgeri 124386:

47. 5D Neger: 124387

S

48 5D Negeri 124388;
49. 3D Negeri 124297
S50. 8D Negeri 124392;
51. SD Negeri 1242394
o2, 3SDNegeri 124395;
53. SD Negewn 324337
o4. BDNegeri 124398;
33. SD Negeri 124400;
56. SDNegeri 124401;
S7. 8D Negeri 124404;
28. 3D Negeri 124403;
298. 8D Negeri 124107;
€60. 5D Negeri 125138;
61. SD Negeri 125528;
62. SD Negeri 125543;
63. 8D Negeri 125546;

64. SD Negeri 125549;

65. SD Negeri 125554;

66. SD Negeri 125553

67. SDNegeri 126784;

©68. SD Negeri 128077; dan

6Y. SD Negeri Percontohan.




-

d. UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Xanak-ganak
(TK) Negeri yang terdin clari :

1. TK Pembina Negeri 1;
2. TK Pembina Negeri 2;
3. TK Pembina Negeri 3;
4, TK Pembina Negeri 4;

&

I

5. TK Pembins Neger 5;
6. TK Pembina Negeri 6;
TK Pembina Negeri 7; dan
TK Pembina Negeri 8.

(2) Bagan susunan organisasi  UPTD  Satusn  Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I,
1, I dan IV yarg merupakan bagien tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota in1 mulai berlaku sejax tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota in: dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Kcta Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
'pad'il’gc_a_nggal &Y Junr 26
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Diundangkan di Pematangsiantar

pada wanggal Ay Jum 2ci

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR /3




